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BAB III

TINJAUAN UMUM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Pengertian Umum Perselisihan Hubungan Industrial

Sebelum penulis membahas tentang perselisihan hubungan industrial maka

akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Hingga kini belum ada yang dapat memastikan kapan awal dari sejarah

hukum ketenagakerjaan. Hanya saja orang berpatokan dengan dimulai ketika

zaman perbudakan dahulu kala. Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana

seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang

lain. Di zaman tersebut orang memiliki budak memiliki pula kekuasaaan

mutlak untuk menyuruh budaknya itu melakukan pekerjaan untuk kepentingan

pemilik budak itu sendiri. Menurut beberapa kepustakaan di Indonesia yang

waktu itu disebut sebagai wilayah Hindia Belanda terdapat pula banyak budak

di negara lainya di dunia, keadaan budak di Indonesia waktu itu masih dapat

dikatakan agak lumayan, artinya tidak terlalu mengerikan seperti di beberapa

negara lainnya di dunia ini. Mengeapa demikian , ahl ini disebabkan

masyarakat Indonesia telah memiliki aturan-aturan tata susila.

Hal ini diakui pula oleh Michael Salamon dalam bukunya Industrial

Relation; theory and practice, “However, it is difficult to difine the term

industrial relation in a precise and universally accepted way. Industrial

relation for many is perceived ti involve male, full time, unionized, manual
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workes in large, manufacturing units imposing restrictive practices, strikes,

and collective bergaining”.1

Gambaran di atas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya hubungan

perburuhan iu dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan di

luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan

secara soaial ekonomi maupun penguasa pada saat itu. para budak/pekerja

tidak diberikan hak apapun, yang ia miliki hanyalah kewajiban untuk menaati

perintah dari majikan atau tuannya, walaupun secara umum mengatakan

demikian kurang tepat karena secara sosiologis para budak itu memang

manusia, tetapi secara yuridis para budak itu adalah tidak lain daripada barang

milik orang lain yang menguasainya secara penuh mutlak tak terbatas baik

dalam kehidupannya sosiologis maupun ekonomis, bahkan juga hidup matinya.

Sejak Indonesia merdeka, kedudukan kaum buruh di negeri ini dalam

segala hal mendapat perhatian. Demikian pula sejak awal hingga sekarang ini,

segala segi kedudukan dan kehidupan kaum buruh mendapat tempat yang layak

sesuai dengan kedudukan dan kehidupan golongan rakyat lainnya. Menteri

Perburuhan umpamanya diganti dengan istilah Menteri Tenaga Kerja, buruh

dalam Hubungan Industrial Pancasila yang kini erus dikembangkan diganti

dengan istilah Pekerja atau Tenaga Kerja, Majikan diganti dengan istilah

Pengusaha, Perjanjian Perburuhan diganti dengan istilah Kesepakatan Kerja

Bersama antara pekerja dan pengusaha.

1Lalu Husni, Op Cit, h 17.
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Dari segi martabat sama, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban

yang berbeda namun mempunyai kepentingan yang sama. Hukum yang

diterapkan bagi tenaga kerja di Indonesia sekarang dan untuk sepanjang maa,

ialah hukum dari landasan Negara yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan

Pancasila.

Pengertian perburuhan dari beberapa ahli:

Menurut Molenaar:

Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada

pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh

dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa.2

Menurut Imam Soepomo:

Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik yang tertulis

maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian yaitu

sesorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.3

Ruang lingkup tentang ketenagakerjaan ada pada Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003 yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

39 pada tanggal 25 Maret 2003.4

Di dalam penjelasan umum atas Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka

2Mr. A. H. Molenaar, Arbeidsrecht I, h.374.
3Imam Syahputra Tunggal, Hukum Ketenagaan Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 2004,

h.25.
4Hardjiman Rusli, Hukum Ketenagaan, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 1.
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pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya untuk meningkatkan harkat, matabat dan harga diri tenaga kerja

serta mewujudkan masyrakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil

maupun spiritual.

Adapun Hubungan Industrial diartikan sebagai hubungan yang terbentuk

antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang trdiri dari unsur

pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai Pencasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945.

Hubungan Industrial adalah istilah yang digunakan sebagai pengganti

istilah Hubungan Perburuhan. Penggantian istilah ini dilakukan dengan alasan

Hukum Perburuhan yang merupakan terjemahan dari Labour Relation, pada

permulaan perkembangannya membahas masalah hubungan antar pekerja dan

pengusaha.

Pengusaha dan buruh merupakan pelaku pembangunan yang sangat

berperan dalam pembangunan nasional, namun demikian dalam perjalanan

untuk mencapai masyarakat industri yang diharapkan, benturan-benturan antara

pelaku yang timbulsebagai akibat belum serasinya pemakaian ukuran dan

kacamata untuk menilai permasalahan bersama kadang-kadang tidak dapat

dihindarkan.

Sebenarnya timbul perselisihan perburuhan itu adalah sebagai akibat

tuntutan terhadap hak dan keentingan pihak pengusaha maupun bagi pihak

buruh di dalam serikat buruh agar hak dan kepentingan yang melekat pada
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masing-masing pihak dipertahankan dan dihormati sehingga dalam

mempertahankan kepentingan tersebut sampai terjadi adu kekuatan antara para

pihak, adanya usaha untuk memperlambat pekerjaan sehingga mempengaruhi

hasil produksi dari perusahaan dan sampai-sampai mengakibatkan ditutupnya

perusahaan oleh majikan.

Untuk mencegah timbulnya perselisihan di perusahaan antara serikat

pekerja dan pengusaha diperlukan upaya pencegahan sedini mungkin. Usaha-

usaha ke arah tersebut teletak dari sikap, fungsi dan peran para pihak di dalam

perusahaan yaitu:

1. Fungsi Pemerintah:

a. Menetapkan kebijakan.

b. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati

oleh para pihak.

c. Melaksanakan pengawasan.

d. Membantu dalam menyelesaikan perselisihan industrial.

2. Fungsi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh:

a. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya.

b. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi.

c. Menyalurkan apirasi secara demokratis.

d. Mengembangkan keterampilan dan keahliannya.

e. Memajukan perusahaan.

f. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
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3. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha:

a. Menciptakan kemitraan.

b. Mengembangkan usaha.

c. Memperluas lapangan kerja.

d. Memberikan kesejahteraan pekerja atas buruh terbuka, demokratis

dan berkeadilan.5

Hubungan Industrial (industrial relation) tidak hanya sekedar

manajemen organisasi perusahaan yang dijalankan oleh seorang manajer, yang

menempatkan pekerja sebagai pihak yang selalu dapat diatur. Namun

hubungan industrial dapat meliputi fenomena baik di dalam maupun di luar

tempat kerja yang berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan

kerja.

Oleh karena itu hubungan industrial tidak hanya dilihat dari konteks

hubungan antara pekerja dan pengusaha semata, peraturan-peraturan

ketenagakerjaan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial,

ekonomi, politik. Karena manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yaitu

makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan

satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat

jasmani maupun rohani.

Pada akhirnya tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan

produktivitas dan kesejahteraan pekrja dan pengusaha, tujuan ini slaing

5 Lalu Husni, Op Cit, h. 18.
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berkaitan dan terkait satu dengan lainnya berarti bahwa pengurangan terhadap

yang satu akan mempengaruhi yang lain.

Kemitraan antara pekerja dan pengusaha merupakan konsep yang harus

dikembangkan dalam hubungan industrial, jika pihak pekerja dan pengusaha

menginginkan perusahaannya maju dan berkembang serta dapat bersaing

dalam tatanan internasional. Dengan demikian hubungan kemitraan antara

pekerja dan pengusaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemajuan

perusahaan. Hubungan kemitraan pekerja dan pengusaha akan terganggu jika

salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain, sehingga

pemenuhan kebutuhan atau kepentingan salah sartu pihak dirugikan.

Mengenai perselisihan perburuhan ni biasanya dibedakan antara

perselisihan hak (rechtsgeschillen) dan perselisihan kepentingan

(belangengschillen).6

Dengan perselisihan hak dimaksudkan perselisihan yang yang timbul

sebagai akibat terjadinya perbedaan pendapat mengenai isi

perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati atau adanya pelaksanaan yang

menyimpang dari ketentuan hukum.

Perselisihan kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dari perbedaan

pendapat dalam merumuskan suatu ketentuan yang ingin diberlakukan di

dalam perusahaan.

Menurut Undang-undang Darurat Nomr 16 Tahun 1951 Tentang

Perselisihan Perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perserikatan

6Imam Soepomo, Op Cit, h.132.
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majikan dengan perserikatan buruh atau sejumlah buruh berhubung dengan

tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja atau keadaan

perburuhan.

Keistimewaan dalam Undang-undang Darurat ini adalah bahwa

majikan dan serikat buruh tidak mengadakan pemilihan sukarela, yaitu

menyerahkan perkaranya kepada seoarang juru pemisah atau sebuah dewan

pemisah untuk diselesaikan (voluntary arbitration). Perselisihannya akan

diselesaikan oleh instansi tersebut dalam Undang-undang Darurat ini

(compulsory arbitration) demikian itu apabila pihak-pihak yang berselisih atau

salah stu dari mereka itu memberitahukannya kepada pegawai perantara.

Akan tetapi dalam hal ini Undang-undang Darurat ini sering kali

mendapat kecaman dari pihak buruh karena dipandangnya sebagai

pengekangan hak mogok. Kecaman-kecaman itulah yang terutama mendorong

dicabutnya Undang-undang tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan, perselisihan dimaksudkan sebagai pertentangan

antara majikan atau perkumpulan dengan serikat buruh atau gabungan serikat

buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan

kerja, syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan.

Namun dengan adanya kemajuan di bidang ketenagakerjaan, maka

dirasakan pengaturan masalah ketenagakerjaan sudah tidak memenuhi tuntutan

kemajuan di bidang dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai

pemenuhan atas tuntutan dunia usaha atau dunia ketenagakerjaan.

Menurut Undang-undang ini Perselisihan Hubungan Industrial adalah

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau

gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya

perselisihan ahak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan kerja serta

perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Untuk masalah perselisihan perburuhan, Undang-undnag Nomor 13

Tahun 2003 mensyaratkan suatu penyelesaian menggunakan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

B. Macam-macam Dan Bentuk Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial membagi beberapa faktor-faktor penyebab perselisihan

yaitu:

1. Perselisihan hak.

2. Perselisihan kepentingan.

3. Perselisihan karena pemutusan hubunagn kerja.

4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

Perselisihan hak dalam perselisihan hubungan industrial merupakan

perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau

perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu atau peraturan majikan

atau menyalahi ketentuan umum. 7Menurut pendapat lain.

7Ibid.
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Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan

penafsiran/keinginan buruh dan pengusaha terhadap hal-hal yang telah diatur

dalam peraturan perburuhan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama

(perselisihan yang bersifat normatif). Dikatakan bersifat normatif karena yang

diperselisihkan mengenai hal-hal yang telah ada pengaturannya atau dasar

hukumnya.8

Selanjutnya dapat diuraikan tentang perselisihan kepentingan, perselisihan

PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/srikat buruh dalam suatu

perusahaan sebagai berikut:

a. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul terhadap hal-

hal yang belum diatur dalam peraturan prundang-undangan, peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan ini

dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi dan konsiliasi.

b. Perselisihan PPHK adalah perselisihan yang terjadi akibat terjadinya

pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan

oleh pihak dari pekerja maupun pihak pengusaha. Pekerja dapat

dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengusaha

melakukan kesalahan berat terhadap pekerja. Pengusaha dapat

melakukan PHK dengan alasan:

 Pekerja memasuki usia pensiun.

 Pekerja melakukan kesalahan.

 Pekerja meninggal dunia.

8 Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, Jakarta: DSS Publishing, 2006,h. 21.
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 Pekerja tersangkut tindak pidana.

 Penutupan perusahaan.

c. Perselisihan antar serikat pekerja merupakan perselisihan antara

serikat pekerja yang terdapat di dalam satu perusahaan. Jadi dalam

suatu perusahaan terdapat kemungkinan memiliki lebih dari satu

serikat pekerja, hal ini dikarenakan untuk membentuk suatu serikat

pekerja tidak memerlukan anggota yang banyak. Sebagaimana

ditentukan dalam Pasl 5 ayat 2 yang menyatakan “Serikat

pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekuran-kurangnya 10 orang

pekerja/buruh”. Dari ketentuan syarat di atas maka sudah barang tentu

besar kemungkinan dalam suatu perusahaan yang memiliki ratusan

atau ribuan akan terdapat beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang

bernaung dibawah “bendera” yang berbeda.9

Perselisihan-perselisihan hubungan industrial tersebut oleh para pihak

haruslah dilakukan agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak orang lain,

penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga berikut:

a. Lembaga bipartit.

b. Lembaga mediasi.

c. Lembaga konsiliasi.

d. Lembaga arbitrase.

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit merupakan

penyelesaian perselisihan yang dilakukan antara pihak-pihak yang berselisih

9Ibid, h. 23.
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secara musyawarah mufakat tanpa ikut campur pihak lain atau dengan kata

lain disebut penyelesaian secara negosiasi dua arah, yaitu pihak pekerja

dengan pihak buruh, pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat pekerja

dengan serikat pekerja. Penyelesaian melalui lembaga bipartit merupakan

amanat dari Pasal 136 ayai 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, yang menyatakan: “Perselisihan hubungan industrial wajib

dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh

secara musyawarah untuk mufakat”.

Upaya penyelesaian melalui lembaga bipartit merupakan hal yang wajib

dilakukan sebelum ditempuh upaya penyelesaian tahap berikutnya. Hal ini

dapat diketahui melalui Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan

bahwa: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya

terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk

mencapai mufakat”.

Apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat

diselesaikan melalui lembaga bipartit maka para pihak yang berselisih dapat

mengajukan penyelesaian melalui lembaga mediasi, lembaga mediasi

merupakan lembaga yang bersifat wajib apabila penyelesaian melalui

lembaga bipartit gagal. Mediasi merupakan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator, yakni
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pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.10

Lembaga mediasi adalah bentuk baru dari pegawai perantara, yang

berperan dan fungsinya wajib mengeluarkan anjuran bilamana upaya

penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai.

Selain melalui lembaga mediasi, para pihak dapat mengajukan

penyelesaian melalui lembaga konsiliasi dan lembaga arbitrase yang

merupakan lembaga pilihan, maksudnya apabila penyelesaian melalui

musyawarah atau bipartit tidak tercapai kesepakatan maka pihak-pihak yang

berselisih dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui

lembaga konsiliasi atau arbitrase. Konsiliasi sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 1 No. 13 Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa: “Konsiliasi hubungan

industrial yang selanjutnya konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara

serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator netral.11

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga arbitrase

harus dilakukan dengan kesepakatan pihak-pihak yang berselisih secara

tertulis untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase. Perlunya persetujuan

tertulis dalam hal ini penyelesaian melalui lembaga arbitrase dikarenakan

yang dikeluarkan oleh arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan bukan

10Ibid.
11Ibid.
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hanya sebuah anjuran, akan tetapi sebuah putusan yang mengikat dan final,

dan berkaitan dengan masalah yuridiksi, apabila telah dipilih penyelesaian

melalui lembaga arbitrase maka pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut.

Arbitrase menurut Pasal 1 adalah merupakan “Lembaga penyelesaian

perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh hanya

dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui

kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan

penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para

pihak dan bersifat final”.12

Menurut ketentuan Pasal 1 di atas maka arbitrase hubungan industrial

sebagai salah satu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

tidak dapat ditempuh oleh setiap perselisihan hubungan industrial, karena

penyelesaian melalui arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap perselisihan

sebagai berikut:

a. Penyelesaian perselisihan kepentingan; dan

b. Penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya

dalam satu perusahaan.

c. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh

para pihak melalui lembaga mediasi atau konsiliasi tidak berhasil,

maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Hubungan

Industrial.

12Ibid.
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C. Gambaran Umum Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang

berada dalam lingkungan Peradilan Negeri. Pengadilan Hubungan Industrial

melakukan persidangan dengan Hakim yang terdiri dari:

1. Hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2. Hakim Ad-Hoc yang terdiri dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan

pengusaha.

Pengadilan Hubungan Industrial memiliki tugas dan kewenangan dalam

memeriksa dan memutus:

a. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

c. Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

d. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Penyelesaian perselisihan hak yang terjadi dapat dilakukan melalui

lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika melalui lembaga-lembaga

yang ada tidak berhasil. Hal ini ditegaskan bahwa jika penyelesaian perselisihan

hubungan industrial tidak didahului penyelesaiannya melalui lembaga bipartit dan

mediasi atau konsiliasi maka pengajuan gugatan tidak akan diperiksa oleh

Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat 1

menyebutkan bahwa “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah
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penyelesaian melalui lembaga mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”.13

Gugatan merupakan sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang,

beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan

hukum, yang diajukan kepada pihak lain, melalui pengadilan, sehubungan adanya

perselisihan.14 Dalam pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial

tidak diatur secara khusus dan pada hukum acara perdata umum juga tidak

terdapat pengaturannya secara tegas, sehingga aturan dalam praktek untuk

mengajukan gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Formal:

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat.

b. Materai.

c. Tanda tangan.

2. Syarat Substansil yaitu menurut Pasal 8 Reglemen Acara Perdata

(reglement op de Rechtsvordering) terdiri dari:

a. Identitas para pihak.

b. Posita (Fundamentum Petendi) yang merupakan dalil-dalil konkrit

tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-

alasan dari tuntutan (middelen van den eis)

c. Petitum.

Dasar tuntutan atau fundamentum petendi terdiri dari dua bagian, yakni

bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa maksudnya

13Ibid, h.24.
14 Achmad Fauzan, Suhartono, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri,

Yrama Widya, 2006, h.13.
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ialah merupakan penjelasan tentang duduknya perkara. Kedua adalah bagian yang

menguraikan tentang hukum yang merupakan uraian tenang adanya hubungan

hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.15

Pemeriksaan dalam Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu:

1. Dengan pemeriksaan cepat; dan

2. Dengan pemeriksaan biasa.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat menjatuhkan

putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir, diucapkan dalam persidangan

dan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Dalam menjatuhkan putusan

sela ini Hakim harus dapat mengetahui secara nyata pada sidang pertama atau

kedua bahwa pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban-kewajiban yang dimaksud terbukti secara nyata agar dapat

dijatuhkan putusan sela yaitu pengusaha harus tetap membayar hak-hak pekerja

yang sedang diskorsing dikarenakan proses pemutusan hubungan kerja. Putusan

sela bertujuan untuk memberikan legalisasi atas suatu tindakan yang sangat

mendesak, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan dampak besar.16

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka majelis Hakim memberikan putusan

akhir, terhadap putusan akhir ini para pihak yang merasa dirugikan dapat

mengajukan upaya hukum, yang dalam hukum acara perdata umum upaya hukum

terdiri dari Upaya Hukum Biasa merupakan upaya hukum yang bersifat

menghentikan pelaksanaan putusan sementara (perlawanan, banding dan kasasi),

15Lalu Husni, Op Cit, h.94.
16Sehat Damanik, Op Cit, h.82.
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dan Upaya Hukum Luar Biasa yang merupakan upaya hukum terhadap putusan-

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (peninjauan kembali dan

perlawanan dari pihak ketiga/derden verzet).17

17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Yogyakarta: Liberty, 2002,
Edisi ke-6, h.224


